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ABSTRACT 

Assimilation and educational programs are integral components of the correctional 

system aimed at fostering behavioral change among inmates and preparing them 

for reintegration into society. The right of inmates to receive assimilation and 

educational programs is regulated under the Correctional Law, particularly Article 

10 paragraph (1). Class III Alahan Panjang Correctional Facility has distinct 

characteristics in implementing inmate development programs due to limitations in 
facilities and human resources. The research problems are: (1) How are the 

assimilation and educational programs implemented for inmates at the Class III 

Alahan Panjang Correctional Facility? (2) What are the obstacles and solutions in 

the implementation of these programs?.This study employs an empirical legal 

research method with a socio-juridical approach. Primary data were obtained 

through interviews and observations, while secondary data consisted of criminal 

statistics and the 2025 Correctional Facility Activity Report. The collected data 

were analyzed qualitatively. The results of the study indicate that: (1) the 

assimilation program is implemented through work activities and limited social 

interaction, while the educational program is conducted through religious 

education, legal awareness education, and skills development using a non-formal 

approach; (2) the implementation of these programs has not been optimal due to 

limitations in facilities and infrastructure, the number of correctional officers, and 

societal stigma against inmates. Therefore, cooperation with external parties and 

enhancement of officers’ capacity are necessary to ensure that the goals of 

rehabilitation and social reintegration of inmates can be optimally achieved 

Keywords: assimilation, education, inmates, correctional system  

I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pemidanaan 

merupakan salah satu 

instrumen penting dalam 

penegakkan hukum pidana 

yang bertujuan untuk 

memberikan efek jera, 

menegakkan keadilan, serta 

memulihkan keseimbangan 

sosial akibat adanya tindak 

pidana.  Namun, Lapas Kelas 

III Alahan Panjang sebagai 

salah satu unit pelaksanaan 

teknis di bawah Kementerian 

Imigrasi dan Pemasyarakatan, 

Lapas ini berupaya 

melaksanakan program 

asimilasi dan edukasi sesuai 

dengan peraturan perundang-



undangan sebagaimana diatur 

dalam pasal 2 Undang-undang 

Republik Indonesia Nomor 22 

tahun 2022 tentang 

Pemasyarakatan. asimilasi 

adalah proses peralihan 

pembinaan narapidana dari 

kehidupan di dalam lapas 

menuju kehidupan di 

masyarakat dengan 

bimbingan dan pengawasan.  

Edukasi dalam 

pemasyarakatan dipahami 

sebagai kegiatan pendidikan 

formal maupun nonformal 

yang diberikan kepada warga 

binaan, baik berupa 

pendidikan umum, 

pendidikan keagamaan, 

maupun pelatihan 

keterampilan kerja. 

Berdasarkan latar 

belakang tersebut, penulis 

melakukan penelitian dengan 

judul ”IMPLEMENTASI 

PROGRAM ASIMILASI 

DAN EDUKASI BAGI 

WARGA BINAAN LAPAS 

KELAS III ALAHAN 

PANJANG”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar 

belakang diatas, maka penulis 

merumuskan permasalahan 

yang akan diteliti sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana Impelentasi 

Program Asimilasi dan 

Edukasi bagi Warga 

Binaan Lapas Kelas III 

Alahan Panjang? 

2. Apa saja hambatan dan 

Solusi dalam pelaksanaan 

Program Asimilasi dan 

Edukasi di Lapas Kelas III 

Alahan Panjang?  

 

C. Tujuan Penelitian 

Penulis memiliki 

beberapa tujuan diantaranya 

yaitu: 

1. Untuk menganalisi 

Implementasi Program 

Asimilasi dan Edukasi 

bagi Warga Binaan Lapas 

Kelas III Alahan Panjang 

2. Untuk 

mengidentifikasikan 

hambatan dan 

menemukan Solusi yang 

tepat dalam pelaksanaan 

Program 

II. METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang 

digunakan adalah penelitian 

hukum sosiologis.Jenis dan 

sumber data. Data yang 

digunakan data sekunder 

meliputi bahan hukum primer, 

bahan hukum sekunder. 

Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data 

melalui studi dokumen, 

wawancara dan observasi. 

Teknik analisis data Analisis 

data dalam penelitian ini 

menggunakan metode analisis 

yuridis sosiologis 

III. HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

A. Bagaimana Implementasi 

Program Asimilasi dan 

Edukasi Bagi Warga Binaan 

Lapas Kelas III Alahan 

Panjang? 

Berdasarkan hasil 

penelitian, Pelaksanaan 

program asimilasi di Lapas 

Kelas III Alahan Panjang 

disesuaikan dengan kondisi 

lapas serta potensi lingkungan 

sekitar. Kegiatan asimilasi 

diwujudkan melalui 

pembinaan kerja dan sosial, 



seperti kegiatan pertanian, 

perawatan lingkungan lapas, 

serta keterlibatan dalam 

aktivitas sosial 

kemasyarakatan dengan 

pengawasan petugas 

pemasyarakatan. Warga 

binaan mengungkapkan 

bahwa melalui pembinaan 

keagamaan dan penyuluhan 

hukum, mereka mulai 

menyadari kesalahan yang 

telah dilakukan serta 

memahami pentingnya 

menaati norma hukum dan 

sosial.  

 

1. Implementasi Program 

Asimilasi. 

Lapas Kelas III 

Alahan Panjang 

menyelenggarakan program 

asimilasi sebagai bagian dari 

pembinaan warga binaan 

menuju reintegrasi sosial. 

Pelaksanaannya disesuaikan 

dengan kondisi lingkungan 

sekitar yang merupakan 

daerah pertanian, sehingga 

kegiatan asimilasi diwujudkan 

melalui kerja pertanian, 

perawatan lingkungan lapas, 

kegiatan kepramukaan, serta 

produksi bawang goreng yang 

melibatkan kerja sama dengan 

pihak ketiga (UMKM).  

Hasil penelitian 

menunjukkan dampak positif 

berupa perubahan sikap yang 

lebih disiplin, patuh terhadap 

aturan, serta meningkatnya 

rasa percaya diri warga 

binaan. Namun, program 

belum berjalan optimal 

karena: keterbatasan petugas 

pembinaan (hanya 2 orang 

aktif) yang memengaruhi 

intensitas pengawasan, serta 

masih adanya stigma negatif 

dari sebagian masyarakat 

yang menghambat 

penerimaan sosial. 

2. Implementasi Program 

Edukasi 

Program edukasi bagi 

warga binaan mencakup 

pembinaan keagamaan, 

penyuluhan hukum dan 

kesadaran hukum, serta 

pelatihan keterampilan hidup 

(life skills). Mengacu pada 

UU No. 22 Tahun 2022 

tentang Pemasyarakatan,  

Hambatan utama 

dalam program edukasi 

meliputi: (1) keterbatasan 

fasilitas pembelajaran yang 

mengharuskan pelaksanaan 

bergantian, (2) kurangnya 

jumlah petugas pembinaan, 

(3) rendahnya tingkat 

pendidikan sebagian warga 

binaan, (4) stigma negatif 

masyarakat, serta (5) kendala 

geografis lapas berada di 

daerah pegunungan yang 

membatasi akses tenaga 

pendidik eksternal. 

A. Hambatan dan Saran dalam 

Pelaksanaan Program di 

Lapas Kelas III Alahan 

Panjang  

Berdasarkan hasil 

wawancara dengan petugas 

pembinaan di Lapas Kelas III 

Alahan Panjang, pelaksanaan 

program asimilasi masih 

menghadapi beberapa 

hambatan. Selain itu, 

peningkatan kapasitas petugas 

pemasyarakatan melalui 

pembinaan teknis dan 

penguatan pemahaman 

mengenai pendekatan 

rehabilitatif perlu dilakukan 

agar pendampingan dan 



pengawasan selama masa 

asimilasi dapat berjalan lebih 

optimal.  

 

IV. PENUTUP 

A. Simpulan 

1. Program asimilasi dan 

edukasi di Lapas Kelas III 

Alahan Panjang telah 

berjalan sesuai fungsi 

pembinaan 

pemasyarakatan dengan 

pendekatan yang adaptif 

dan kontekstual.  

2. Stigma negatif dari 

sebagian masyarakat 

masih menjadi hambatan 

penerimaan sosial warga 

binaan.  

B. Saran 

1. Pihak lapas perlu 

memperkuat kapasitas 

petugas pembinaan 

melalui pembagian tuas 

yang lebih efektif. 

2. Pemerintah dan instansi 

terkait di bidang 

pemasyarakatan 

diharapkan memberikan 

dukungan konkret berupa 

penambahan SDM. 
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